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	Pendahuluan

	
	 Sesuai dengan amanat pasal 3 ayat 1 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang berbunyi “pengelolaan keuangan negara wajib dikelola secara tertib,  taat  pada  peraturan  perundang-undangan, efesien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”. Pengelolaan dimaksud mencakup keseluruhan kegiatan perencanaan, penguasaan, penggunaan, pengawasan dan pertanggungjawaban.
Oleh karena itu, pemahaman terhadap pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan merupakan hal yang sangat krusial dan prioritas utama serta harus menjadi kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh setiap personel yang bertugas di jajaran keuangan mengingat tugas-tugas di bidang keuangan merupakan amanah yang cukup berat dan memerlukan integritas tinggi untuk mengawal, mengamankan serta mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan di institusi Polri secara transparan dan akuntabel.
Administrator keuangan sebagai ujung tombak pengelolaan keuangan tingkat Satker dituntut memiliki kapabilitas dan kompetensi  yang handal sehingga mampu melaksanakan tugas pengurusan administrasi keuangan yang meliputi kegiatan menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan administrasi keuangan  untuk keperluan belanja negara dalam pelaksanaan APBN di lingkungan Satkernya termasuk didalamnya pertanggungjawaban perjalanan dinas jabatan. 
Untuk memberikan pemahaman tentang mekanisme pencairan dana maka dalam modul  ini akan diuraikan mengenai konsep mekanisme pencairan dana, mekanisme pencairan dana melalui KPPN baik secara LS, UP dan TUP, dan mekanisme pencairan dana melalui Bidkeu/Puskeu. 
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	Standar Kompetensi

	
	 Terampil melaksanakan pencairan dana.
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	Kompetensi  Dasar  

	
	1. Memahami  konsep pencairan dana melalui KPPN sesuai prosedur.
Indikator hasil belajar :
a. Menjelaskan pengertian-pengertian yang berkaitan dengan pencairan dana melalui KPPN.
b. Menjelaskan jenis jenis pencairan dana melalui KPPN

2. Memahami mekanisme pencairan dana melalui KPPN

a. Menjelaskan pencairan dana melalui LS
b. Menjelaskan pencairan dana melalui UP/GUP
c. Menjelaskan pencairan dana melalui TUP

3. Melaksanakan mekanisme pencairan dana melalui KPPN
a. Menyimulasikan mekanisme pencairan dana melalui LS
b. Menyimulasikan mekanisme pencairan dana melalui UP/GUP
c. Menyimulasikan mekanisme pencairan dana melalui TUP


4. Memahami pencairan dana melalui Bidkeu/Puskeu sesuai Prosedur
a. Menjelaskan ketentuan-ketentuan dalam pencairan anggaran Tunjangan Kinerja;
b. Menjelaskan ketentuan-ketentuan dalam pencairan anggaran Dana Direktif Kapolda/Kapolri;
c. Menjelaskan ketentuan-ketentuan dalam pencairan anggaran Dana Samsat

5. Melaksanakan pencairan dana melalui Bidkeu/Puskeu sesuai prosedur
a. Mempraktikkan pencairan anggaran Tunjangan Kinerja;
b. Mempraktikkan pencairan anggaran Dana Direktif Kapolda/Kapolri;
c. Mempraktikkan pencairan anggaran Dana Samsat.
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	Materi  Pokok

	
	1. Pokok Bahasan 1: 
konsep pencairan dana melalui KPPN sesuai prosedur.
Subpokok Bahasan:
a. Pengertian-pengertian yang berkaitan dengan pencairan dana melalui KPPN.
b. Dasar hukum pencairan dana melalui KPPN
c. Jenis jenis pencairan dana melalui KPPN

2. Pokok Bahasan 2: 

Mekanisme pencairan dana melalui KPPN

Subpokok Bahasan :

a. Pencairan dana melalui LS
b. Pencairan dana melalui UP/GUP
c. Pencairan dana melalui TUP

3. Pokok Bahasan 3: 

Pencairan dana melalui Bidkeu/Puskeu sesuai prosedur

Subpokok Bahasan :

a. Ketentuan-ketentuan dalam pencairan anggaran tunjangan kinerja
b. Ketentuan-ketentuan dalam pencairan anggaran Dana Direktif Kapolda/Kapolri
c. Ketentuan-ketentuan dalam pencairan anggaran Dana Samsat
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	Metode  Pembelajaran

	
	Metode pembelajaran  yang digunakan dalam modul ini menggunakan metode yang bervariatif meliputi :
1. Metode Ceramah 
Metode ceramah digunakan untuk menyampaikan materi tentang:
a. Pengertian-pengertian yang berkaitan dengan mekanisme pencairan dana, dasar hukum dan jenis-jenis pencairan dana;
b. mekanisme pembayaran dengan LS, UP/GUP dan TUP;
c. mekanisme pembayaran melalui Bidkeu/Puskeu. 

2. Metode tanya jawab
Metode ini  digunakan untuk memperdalam pemahaman materi dan mengetahui tingkat penguasaan materi yang disampaikan pendidik.
3. Metode diskusi
Metode ini digunakan untuk mendikusikan materi tentang:
1) mekanisme pembayaran dengan LS, 
2) mekanisme pembayaran dengan Uang Persediaan (UP)
3) mekanisme pembayaran dengan Tambahan Uang Persediaan (TUP)
4) pencairan anggaran melalui Bidkeu/Puskeu

4. Metode penugasan 
Metode ini digunakan untuk memperdalam pemahaman materi diberikan dengan membuat rangkuman atau resume terhadap seluruh materi mekanisme pencairan dana. 
5. Metode praktik 

Metode ini digunakan untuk melatih keterampilan  melaksanakan mekanisme pencairan dana melalui KPPN dan Bidkeu/Puskeu.
.
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	Alat, media, Bahan dan Sumber Belajar

	
	1. Alat, Media dan Bahan:
a. White Board.
b. Laptop.
c. LCD.
d. Layar/LCD.
e. Proyektor/LCD.
f. Spidol/Penghapus.
g. Kertas HVS.
h. Papan flip chart.
i. Kertas flip chart.
j. Alat Tulis.
k. Aplikasi SPM.
2. Sumber Belajar:
a. PMK Nomor 210/ PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBN dan belanja negara.
b. Perdirjen Perbendaharaan Kemenkeu RI nomor 7/PB/2013 tanggal 11 Maret 2013 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Pelaksanaan APBN Pada Polri.
c. Perdirjen Perbendaharaan Kemenkeu RI Nomor 43/PB/2013 tentang tata cara pembayaran belanja pegawai pada satker Polri dengan perubahan terakhir Nomor 21/PB/2017.
d. Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2020 tentang tata cara pemberian tunjangan kinerja bagi pegawai di lingkungan Polri.
e. Kep Kapolri Nomor: Kep/1593/XI/2023 tentang mekanisme pembayaran tunjangan kinerja di lingkungan Polri T.A 2023 dan 2024.
f. Kep Kapolri Nomor: Kep/52/I/2024 tentang Mekanisme Penggunaan Anggaran Dukungan operasional Polri dan Anggaran Direktif Kapolri.
g. Perkap Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Dana Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap di Lingkungan Polri.
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	Kegiatan  Pembelajaran

	
	1. Tahap awal:  15 menit
a. Pendidik menyampaikan apersepsi :
1) Pendidik melaksanakan perkenalan.
2) Menyampaikan tujuan diberikannya materi pelajaran.
3) Mengeksplor pengetahuan peserta didik.
b. Pserta didik menyimak, mencatat dan melaksanakan instruksi pendidik.

2. Tahap inti: 505 menit
 Tahap inti 1 : penyampaian materi (150 menit)  
a. Pendidik menyampaikan materi tentang:
1) Pengertian-pengertian yang berkaitan dengan mekanisme pencairan dana;
2) mekanisme pembayaran dengan LS, 
3) mekanisme pembayaran dengan Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP),
4) Pencairan anggaran melalui Bidkeu/Puskeu

b. Pendidik memberikan contoh pelaksanaan mekanisme pencairan dana melalui KPPN dan Bidkeu/Puskeu.
c. Pendidik memberikan waktu kepada peserta didik untuk bertanya materi yang belum dipahami.
d. Peserta didik memberikan tanggapan atau bertanya materi yang belum dipahami.
e. Pendidik memberikan tanggapan atas pernyataan atau pertanyaan perserta didik.
Tahap Inti 2 : diskusi kelompok tentang mekanisme pencairan dana (135 menit)
a. Pendidik membagi peserta didik menjadi 6 (enam) kelompok untuk mendiskusikan topik tentang :
1) Kelompok I : mekanisme pencairan dana  dengan LS.
2) Kelompok II  : mekanisme pencairan dana dengan Uang Persediaan (UP).
3) Kelompok III : mekanisme pencairan dana dengan Tambahan Uang Persediaan (TUP).
4) Kelompok IV : pencairan anggaran tunjangan kinerja
5) Kelompok V : pencairan anggaran Dana Direktif Kapolda/Kapolri
6) Kelompok VI : pencairan anggaran Dana Samsat
b. Pendidik memfasilitasi jalannya diskusi.
c. Pendidik mengintruksikan masing masing kelompok untuk melaksanakan diskusi sesuai dengan topik yang diberikan.
d. Masing maasing kelompok memaparkan hasil diskusi dan ditanggapi oleh kelompok yang lain.
e. Pendidik memberikan tanggapan hasil paparan masing masing kelompok
f. Peserta didik mengumpulkan hasil diskusi 

Tahap Inti 3: Praktik mekanisme pencairan dana melalui KPPN dan Bidkeu/Puskeu (220  menit)
a. Pendidik menugaskan masing masing kelompok untuk mempraktikkan mekanisme pencairan dana melalui KPPN dan Bidkeu/Puskeu.
b. Pendidik memfasilitasi  praktik.
c. Peserta didik masing masing kelompok mempraktikan mekanisme pencairan dana sesuai dengan topik 
d. Masing masing kelompok memaparkan hasil praktik dan ditanggapi kelompok lain.
e. Pendidik memberikan tanggapan hasil paparan masing masing kelompok
f. Peserta didik mengumpulkan hasil praktik.  

3. Tahap Akhir : 20 menit
a. Pendidik memberikan ulasan secara umum terkait dengan proses pembelajaran dan hasil pembelajaran 
b. Pendidik mengecek penguasaan materi dengan cara bertanya secara lisan dan acak kepada peserta didik.
c. Pendidik menyimpulkan materi dan menutup pembelajaran. 
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	Tagihan / Tugas

	
	1. Peserta didik mengumpulkan hasil diskusi.
2. Peserta didik mengumpulkan hasil praktik aplikasi SPM.
3. Peserta didik mengumpulkan laporan hasil tugas resume tentang mekanisme pencairan dana melalui KPPN dan Bidkeu/Puskeu.
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	Lembar  Kegiatan

	
	1. Lembaran diskusi tentang mekanisme pencairan dana melalui KPPN meliputi mekanisme pembayaran langsung (LS), mekanisme pembayaran dengan Uang Persediaan (UP) dan mekanisme pembayaran dengan Tambahan Uang Persediaan (TUP). 
2. Lembaran tugas tentang praktek aplikasi SPM.
3. Lembaran diskusi tentang mekanisme pencairan dana melalui Bidkeu/Puskeu.
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	Bahan  Bacaan

	
	
A. KONSEP PENCAIRAN DANA MELALUI KPPN SESUAI PROSEDUR

1. Pengertian-Pengertian yang Berkaitan dengan Pencairan Dana Melalui KPPN

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh DPR.
b. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang digunakan sebagai acuan pengguna anggaran dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan APBN.
c. Pengguna Anggaran (PA) adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran kementerian negara/ lembaga.
d. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada kementerian negara/lembaga yang bersangkutan.
e. Bagian anggaran adalah kelompok anggaran nomenklatur kementerian negara/lembaga dan menurut fungsi bendahara umum negara.
f. Bendahara Umum Negara (BUN) adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi BUN.

g. Kuasa BUN adalah pejabat yang diangkat oleh BUN untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan APBN dalam wilayah kerja yang ditetapkan.
h. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) adalah instansi vertikal Dirjen Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari BUN untuk melaksanakan sebagian fungsi kuasa BUN.
i. Satuan kerja (Satker) adalah unit organisasi lini Kementerian Negara/Lembaga atau unit organisasi Pemerintah Daerah yang melaksanakan kegiatan kementerian negara/lembaga dan memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran.
j. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah pejabat yang melaksanakan kewenangan PA/KPA untuk  mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN.
k. Pejabat Penanda tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran.
l. Bendahara pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara dalam pelaksanaan APBN pada kantor/Satker kementerian negara/lembaga.
m. Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) adalah pembantu KPA yang diberi tugas dan tanggung jawab untuk mengelola pelaksanaan belanja pegawai.
n. Uang Persediaan (UP) adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada bendahara pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari Satker atau membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung.
o. Pembayaran Langsung (LS) adalah pembayaran yang dilakukan langsung kepada bendahara pengeluaran/ penerima hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat keputusan, surat tugas atau surat perintah kerja lainnya melalui penerbitan surat perintah membayar langsung.
p. Tambahan Uang Persediaan (TUP) adalah uang muka yang diberikan kepada bendahara pengeluaran untuk kebutuhan yang sangat mendesak dalam 1 (satu) bulan melebihi pagu UP yang telah ditetapkan.
q. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPK, yang berisi permintaan pembayaran tagihan kepada Negara.
r. Surat Perintah Membayar (SPM) adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPSPM untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA.
s. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa BUN untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM.
t. Bagan Akun Standar (BAS) adalah daftar perkiraan buku besar meliputi kode dan uraian organisasi, fungsi dan sub fungsi, program, kegiatan, output, bagian anggaran/unit organisasi eselon I/Satker dan kode perkiraan yang ditetapkan dan disusun secara sistematis untuk memudahkan perencanaan, pelaksanaan anggaran, serta pertanggungjawaban dan laporan keuangan pemerintah pusat.
u. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah seluruh penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari pajak.
v. Bank operasional adalah bank umum yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan selaku BUN atau pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan pemindahbukuan sejumlah uang dari Kas Negara ke rekening sebagaimana yang tercantum dalam SP2D.
w. Arsip Data Komputer (ADK) adalah arsip data dalam bentuk softcopy yang disimpan dalam media penyimpanan digital.
x. Gaji induk adalah gaji yang dibayarkan secara rutin bulanan kepada pegawai negeri yang telah diangkat oleh pejabat yang berwenang dengan surat keputusan sesuai ketentuan perundang-undangan pada Satker yang meliputi gaji pokok dan tunjangan yang melekat pada gaji.

2. Jenis Pencairan Dana

a. Tugas bendahara pengeluaran meliputi :
1) Menerima, menyimpan, menatausahakan, dan membukukan uang/surat berharga dalam pengelolaannya.
2) Melakukan pengujian dan pembayaran berdasarkan perintah PPK.
3) Meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh PPK yaitu:
a) Pemeriksaan kebenaran atas hak tagih, meliputi: pihak yang ditunjuk untuk menerima pembayaran, nilai tagihan yang harus dibayar, jadwal waktu pembayaran, dan  menguji ketersediaan dana yang bersangkutan.
b) Pemeriksaan kesesuaian pencapaian keluaran antara spesifikasi teknis yang disebutkan dalam penerimaan barang/jasa dan spesifikasi teknis yang disebutkan dalam dokumen perjanjian/kontrak.
c) Pemeriksaan dan pengujian ketepatan penggunaan kode mata anggaran pengeluaran (akun 6 digit).
4) Menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan.
5) Melakukan pemotongan/pemungutan penerimaan negara dari pembayaran yang dilakukannya.
6) Menyetorkan pemotongan/pemungutan kewajiban kepada negara ke kas negara.
7) Mengelola rekening tempat penyimpanan UP.
8) Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) kepada Kepala KPPN selaku kuasa BUN.
b. Penyelesaian tagihan negara
1) Pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran pada DIPA yang mengakibatkan pengeluaran negara dilakukan melalui pembuatan komitmen.
2) Pembuatan komitmen dilakukan dalam bentuk :
a) Perjanjian/kontrak untuk pengadaan barang/jasa.
b) Penetapan keputusan.
3)  	Pembuatan komitmen melalui penetapan keputusanyang mengakibatkan pengeluaran negara antara lain untuk :
a) Pelaksanaan belanja pegawai.
b) Pelaksanaan perjalanan dinas yang dilaksanakan secara swakelola.
c) Pelaksanaan kegiatan swakelola, termasuk pembayaran honorarium kegiatan.
d) Pelaksanaan belanja bantuan sosial dalam bentuk transfer uang kepada penerima bantuan.
c. 	Pencatatan komitmen oleh KPPN :
1) Atas perjanjian/kontrak yang akan dibayar melalui SPM-LS, PPK mencatatkan perjanjian/kontrak dan menyampaikan paling lambat 5 hari kerja setelah ditandatangani perjanjian/kontrak tersebut  ke KPPN yang meliputi data :
a) Nama dan kode Satker serta uraian fungsi/subfungsi, program, kegiatan, output, dan akun yang digunakan.
b) Nomor surat pengesahan dan tanggal DIPA.
c) Nomor, tanggal, dan nilai perjanjian/kontrak yang telah dibuat oleh Satker.
d) Uraian pekerjaan yang diperjanjikan.
e) Data penyedia barang/jasa yang tercantum dalam perjanjian/kontrak antara lain nama rekanan, alamat rekanan, NPWP, nama bank, nama, dan nomor rekening penerima pembayaran.
f) Jangka waktu dan tanggal penyelesaian pekerjaan serta masa pemeliharaan apabila dipersyaratkan.
g) Ketentuan sanksi apabila terjadi wanprestasi.
h) Addendum perjanjian/kontrak apabila terdapat perubahan data pada perjanjian/kontrak tersebut.
i) Cara pembayaran dan rencana pelaksanaan pembayaran.
2) 	Data perjanjian/kontrak dalam kartu pengawasan kontrak KPPN, digunakan untuk menguji kesesuaian tagihan yang tercantum pada SPM.

B. Mekanisme pencairan dana melalui KPPN

1. Mekanisme Pembayaran dengan Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP)
a.   	Ketentuan UP 
1) UP digunakan untuk keperluan membiayai giat operasional sehari-hari Satker dan membiayai pengeluaran yang tidak dapat dilakukan melalui mekanisme pembayaran LS.
2) UP merupakan uang muka kerja dari kuasa BUN kepada bendahara pengeluaran yang dapat dimintakan penggantiannya (revolving).
3) Pembayaran dengan UP yang dapat dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran/BPP kepada 1 (satu) penerima/ penyedia barang/jasa paling banyak sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kecuali untuk pembayaran honorarium dan perjalanan dinas.
4) Pada setiap akhir hari kerja, uang tunai yang berasal dari UP yang ada pada Kas Bendahara Pengeluaran/BPP paling banyak sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
5) UP dapat diberikan untuk pengeluaran-pengeluaran:
a) Belanja Barang.
b) Belanja Modal.
c) Belanja Lain-lain. 
6) Bendahara pengeluaran melakukan penggantian (revolving) UP yang telah digunakan sepanjang dana yang dapat dibayarkan dengan UP masih tersedia dalam DIPA.
7)   	Penggantian UP dilakukan apabila UP telah dipergunakan paling sedikit 50% (lima puluh persen).
b.   	Pengawasan UP oleh KPPN.
KPA mengajukan UP kepada KPPN sebesar kebutuhan operasional Satker dalam 1 (satu) bulan yang direncanakan dibayarkan melalui UP.
c.   	Besaran UP.
1) Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) untuk pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP diatas Rp. 900.000.000 (sembilan ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 2.400.000.000 (dua miliar empat ratus juta rupiah).
2) Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) untuk pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP diatas Rp. 2.400.000.000 (dua miliar empat ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.6.000.000.000 (enam miliar rupiah).
3) Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) untuk pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP diatas Rp. 6.000.000.000 (enam miliar rupiah).
d.   	Ketentuan TUP :
1) Persetujuan TUP dilakukan oleh Kepala KPPN (nilai berapapun) dengan disertai:
a) Rincian rencana pengguna TUP.
b) Surat pernyataan dari KPA  bahwa TUP digunakan dan dipertanggungjawabkan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal SP2D diterbitkan.
c) 	Tidak digunakan untuk kegiatan yang harus dilaksanakan dengan pembayaran LS.
2)   	Kepala KPPN melakukan penilaian atas pengajuan TUP meliputi:
a) Pengeluaran pada rincian rencana penggunaan TUP bukan merupakan pengeluaran yang harus dilakukan dengan pembayaran LS.
b) Pengeluaran pada rincian rencana penggunaan TUP masih/cukup tersedia dananya dalam DIPA.
c) TUP sebelumnya sudah dipertanggungjawabkan seluruhnya.

d) TUP sebelumnya yang tidak digunakan telah disetor ke Kas Negara.
3)   	KPA dapat mengajukan permintaan TUP untuk kebutuhan melebihi waktu 1 (satu) bulan dengan pertimbangan kegiatan yang akan dilaksanakan memerlukan waktu melebihi  1 (satu) bulan.
4)  	TUP harus dipertanggungjawabkan dalam waktu 1 (satu) bulan dan dapat dilakukan secara bertahap.
5)   	Bila 1 bulan (sesuai waktu pertanggungjawab UP) belum dilakukan pengesahan dan pertanggungjawaban TUP, maka Kepala KPPN menyampaikan surat teguran TP kepada KPA.
6)   	Sisa TUP yang tidak habis digunakan harus disetor ke Kas Negara paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah batas waktu pengajuan pertanggungjawaban TUP (SPM-PTUP).
7) 	Kepala KPPN dapat menyetujui permohonan perpanjangan pertanggungjawaban TUP melampaui 1 (satu) bulan, dengan pertimbangan:
a) KPA harus mempertanggungjawabkan TUP yang telah dipergunakan.
b) KPA menyampaikan pernyataan kesanggupan untuk mempertanggung-jawabkan sisa TUP tidak lebih dari 1 (satu) bulan berikutnya.
e.   	Penerbitan SPP GUP 
1)   	PPK menerbitkan SPP-GUP untuk pengisian kembali UP.
2) 	Penerbitan SPP-GUP dilengkapi dengan dokumen pendukung sebagai berikut :
a) Daftar rincian permintaan pembayaran.
b) Bukti pengeluaran.
c) SSP yang telah dikonfirmasi KPPN.
d) Faktur pajak (jika ada).
e) Sisa dana dalam DIPA yang dapat dilakukan pembayaran dengan UP minimal sama dengan nilai UP yang dikelola oleh bendahara pengeluaran.
3)  	SPP-GUP disampaikan kepada PPSPM paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah bukti-bukti pendukung diterima secara lengkap dan benar.
f.    	Penerbitan SPP GUP Nihil  
1) Dokumen pendukung SPP-GUP nihil sama dengan SPP-GUP.
2) Penerbitan SPP-GUP nihil dilakukan dalam hal :
a) Sisa dana pada DIPA yang dapat dibayarkan dengan UP minimal sama dengan besaran UP yang diberikan.
b) Sebagai pertanggungjawaban UP yang dilakukan pada akhir tahun anggaran.
c) UP tidak diperlukan lagi.
3) Penerbitan SPP-GUP Nihil merupakan pengesahan/pertanggungjawaban UP.
g.   	Penerbitan SPP TUP 
1) PPK menerbitkan SPP-TUP dan dilengkapi dengan dokumen meliputi :
a) Rincian penggunaan dana yang ditandatangani oleh KPA/PPK dan Bendahara Pengeluaran.
b) Surat Pernyataan dari KPA/PPK yang menyatakan bahwa TUP digunakan dan dipertanggungjawabkan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal SP2D diterbitkan dan tidak digunakan untuk kegiatan yang harus dilaksanakan dengan pembayaran LS.
c) Surat permohonan TUP yang telah memperoleh persetujuan TUP dari Kepala KPPN.
2)   	SPP TUP diterbitkan oleh PPK dan disampaikan kepada PPSPM paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya persetujuan TUP dan Kepala KPPN.

h.   	Penerbitan SPP PTUP 
1) PPK menerbitkan SPP-PTUP sebagai pengesahan/pertanggungjawaban atas TUP.
2) Dokumen pendukung penerbitan SPP-PTUP:
a) Daftar rincian penerimaan pembayaran.
b) Bukti pengeluaran:
(1) 	Kuitansi/bukti pembelian yang telah disahkan PPK beserta fatur pajak dan SSP.
(2)	Nota/bukti penerimaan barang/jasa atau dokumen pendukung lainnya yang diperlukan yang telah disahkan PPK.
c)  	SSP yang telah dikonfirmasi KPPN.
3)   	SPP-PTUP disampaikan kepada PPSPM paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum batas akhir pertanggungjawaban TUP.

2. Pengujian SPP dan Penerbitan SPM 
a.   	Pengujian SPP oleh PPSPM.
1) Kelengkapan dokumen pendukung SPP.
2) Kesesuaian penanda tangan SPP dengan spesimen tanda tangan PPK.
3) Kebenaran pengisian format SPP.
4) Kesesuaian kode BAS pada SPP dengan DIPA/POK/rencana kerja anggaran Satker.
5) Ketersediaan pagu sesuai  BAS pada SPP dengan DIPA/POK/rencana kerja anggaran Satker.
6) Kebenaran formal dokumen/surat keputusan yang menjadi persyaratan/kelengkapan pembayaran belanja pegawai. 
7) Kebenaran formal dokumen/surat bukti yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan pengadaan barang/jasa.
8) Kebenaran pihak yang berhak menerima pembayaran pada SPP sehubungan dengan perjanjian/kontrak/surat keputusan.
9) Kebenaran perhitungan tagihan serta kewajiban di bidang perpajakan dari pihak yang mempunyai hak tagih.
10) Kepastian telah terpenuhinya kewajiban pembayaran kepada negara oleh pihak yang mempunyai hak tagih kepada negara. 
11) Kesesuaian prestasi pekerjaan dengan ketentuan pembayaran dalam perjanjian kontrak.
b.   	Penebitan SPM oleh PPSPM
1) Jangka waktu penerbitan:
a) SPP-UP/TUP diselesaikan paling lambat 2 (dua) hari kerja.
b) SPP-GUP diselesaikan paling lambat 4 (empat) hari kerja.
c) SPP-PTUP diselesaikan paling lambat 3 (tiga) hari kerja.
d) SPP-LS diselesaikan paling lambat 5 (lima) hari kerja.
2) Dalam hal PPSPM menolak/mengembalikan SPP karena dokumen pendukung tagihan tidak lengkap dan benar, maka PPSPM harus menyatakan secara tertulis alasan penolakan/pengembalian tersebut paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya SPP.
3) Seluruh bukti pengeluaran sebagai dasar pengujian dan penerbitan SPM disimpan oleh PPSPM, menjadi bahan pemeriksaan bagi aparat pemeriksa internal dan eksternal.
4) Penerbitan SPM oleh PPSPM dilakukan melalui sistem aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
5) SPM yang diterbitkan melalui sistem aplikasi SPM tersebut memuat Personal Identification Number (PIN) PPSPM sebagai tanda tangan elektronik pada ADK SPM dari penerbit SPM yang sah.
6) Dalam penerbitan SPM melalui sistem aplikasi, PPSPM bertanggung jawab atas : 
a) Keamanan data pada aplikasi SPM.
b) Kebenaran SPM dan kesesuaian antara data pada SPM dengan data pada ADK SPM.
c) Penggunaan Personal Identification Number (PIN) pada ADK SPM.

3. Tahapan Input Data Kedalam Aplikasi SPM.
a. Input SPM (UP/LS)
Langkah-langkah : 
1) Buka Aplikasi SPM 2014 PPK.
2) Masukan user dan pasword untuk SPM PPK.
3) Pilih SPP dan enter kemudian pilih RUH (Rekam, Ubah, Hapus) SPP.
4) Rekam.
5) Masukan kode Satker.
6) Masukan jenis SPM dengan di klik jenis SPM selanjutnya pilih (no.7 langsung) enter.
7) Masukan Nomor SPP dan tanggalnya.
8) Pilih Non Kontraktual apabila SPP yang mau dibuat kurang dari Rp. 50.000.000,- cukup dengan kwitansi saja.
9) Isi Kegiatan dan Outputnya.
10) Isi Jenis Belanja 51/52/53
11) Isi beban anggaran Rupiah Murni, PNBP dll.
12) Isi kewenangan pelaksanaan KP dan Unit Organisasi, lokasi.
13) Isi jenis pembayaran dan sifat pembayaran.
14) isi dasar pengesahan dan jenis dokumen serta tanggalnya.
15) isi jumlah pengeluaran dan jumlah potongan.
16) Pilih suplier yang sudah ada kemudian enter setelah itu isi kode Bendahara di klik  selanjutnya pilih.
17) Isi uraian kegiatan yang mau dikerjakan dan isi nomor kwitansi serta tanggalnya.
18) Isi akun dengan di enter selanjutnya isi rupiahnya di perekaman akun pengeluaran dan penerimaan akun pajak dll diisi terus kembali dan simpan.
b.     Aplikasi SPM PPSPM
1) Masukan user dan pasword untuk SPM PPSPM.
2) PPSPM.
3) Pilih SPM, catat dan enter.
4) Pilih catat SPM dan pilih.
5) Cetak SPM.

4. Penyampaian SPM ke KPPN dan Penerbitan SP2D oleh KPPN.
a. 	Penyampaian SPM kepada KPPN :
1) PPSPM menyampaikan SPM dalam rangkap 2 (dua) beserta ADK SPM kepada KPPN.
2) Penyampaian SPM-UP, SPM-TUP, dan SPM-LS diatur sebagai berikut:
a) SPM-UP dilampiri surat pernyataan dari KPA yang dibuat sesuai format.
b) SPM-TUP dilampiri surat persetujuan pemberian TUP dari Kepala KPPN.
c) SPM-LS dilampiri Surat Setoran Pajak (SSP) dan/atau bukti setor lainnya, dan/atau daftar nominatif untuk yang lebih dari 1 (satu) penerima.
3) Penyampaian SPM atas beban pinjaman/hibah luar negeri,  disamping  mengacu pada angka  1 dan 2 juga disertai dengan Faktur Pajak.
4) Khusus untuk penyampaian SPM-LS dalam rangka pembayaran jaminan uang muka atas perjanjian/kontrak, juga dilampiri dengan:
a) Asli surat jaminan uang muka.
b) Asli surat kuasa bematerai cukup dari PPK kepada Kepala KPPN untuk mencairkan jaminan uang muka.
c) Asli konfirmasi tertulis dari pimpinan penerbit jaminan uang muka sesuai Peraturan Presiden mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah. 
5) PPSPM menyampaikan SPM kepada KPPN paling lambat2 (dua) hari kerja setelah SPM diterbitkan.
6) SPM-LS untuk pembayaran gaji induk disampaikan ke KPPN paling lambat tanggal 15 sebelum bulan pembayaran.Dalam hal tanggal 15 merupakan hari libur atau hari yang dinyatakan libur, maka penyampaian SPM-LS untuk pembayaran gaji induk kepada KPPN dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal 15, kecuali untuk Satker yang kondisi geografis dan transportasinya sulit, dengan memperhitungkan waktu yang dapat dipertanggungjawabkan.
7) Penyampaian SPM kepada KPPN dilakukan oleh Petugas Pengantar SPM yang sah dan ditetapkan oleh KPA dengan ketentuan sebagai berikut :
a) Petugas Pengantar SPM menyampaikan SPM beserta dokumen pendukung dan ADK SPM melalui front officePenerimaan SPM pada KPPN;
b) Petugas Pengantar SPM harus menunjukkan Kartu Identitas Petugas Satker (KIPS) pada saat menyampaikan SPM kepada Petugas Front Office; dan
c) Dalam hal SPM tidak dapat disampaikan secara langsung ke KPPN, penyampaian SPM beserta dokumen pendukung dan ADK SPM dapat melalui Kantor Pos/Jasa Pengiriman resmi.
d) Untuk penyampaian SPM melalui kantor pos/jasa pengiriman resmi, KPA terlebih dahulu menyampaikan konfirmasi/ pemberitahuan kepada Kepala KPPN.
b.   	Penerbitan SP2D
1) SPM yang diajukan ke KPPN digunakan sebagai dasar penerbitan SP2D.
2) Dalam pencairan anggaran belanja negara, KPPN melakukan penelitian dan pengujian atas SPM yang disampaikan oleh PPSPM.
3) KPPN menerbitkan SP2D setelah penelitian dan pengujian telah memenuhi syarat.

4) KPPN tidak dapat menerbitkan SP2D apabila Satker belum mengirimkan :
a) Data perjanjian/kontrak beserta ADK untuk pembayaran melalui SPM-LS kepada pihak ketiga.
b) Daftar perubahan data pegawai beserta ADK.
5) Penyelesaian SP2D dilakukan dengan prosedur standar operasional dan norma waktu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan.
6) Dalam hal hasil penelitian dan pengujian tidak memenuhi syarat, Kepala KPPN mengembalikan SPM beserta dokumen pendukung secara tertulis.
5. Pembayaran Pengembalian Penerimaan
Setiap keterlanjuran setoran ke kas negara dan/atau kelebihan penerimaan negara dapat dimintakan pengembaliannya. Permintaan pengembalian dapat dilakukan berdasarkan surat-surat bukti setoran yang sah.
Pembayaran pengembalian keterlanjuran setoran dan/atau kelebihan penerimaan negara harus diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang pada negara. Pembayaran pengembalian dilaksanakan berdasarkan mekanisme yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tersendiri.
6. Pencairan Anggaran yang Bersumber dari PNBP
a.   	Mekanisme penggunaan dana PNBP
1) Semua PNBP yang menjadi hak negara dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus disetor langsung secepatnya ke kas negara.
2) Satker pengguna PNBP dapat menggunakan sebagai dana PNBP untuk membiayai belanja negara setelah memperoleh ijin penggunaan dana PNBP dari Menteri Keuangan.
3) Belanja negara oleh Satker pengguna PNBP dalam satu tahun anggaran hanya dapat dibiayai dari PNBP tahun anggaran yang bersangkutan.
4) Satker pengguna PNBP di bidang pendidikan dapat menggunakan PNBP melampaui satu tahun anggaran sesuai dengan satu tahun masa pendidikan.
5) Satker pengguna PNBP menggunakan sebagian dana PNBP sesuai dengan jenis PNBP dan Pagu PNBP dalam DIPA yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
6) Pagu PNBP dalam DIPA merupakan batas tertinggi yang dapat digunakan.
b. Tata cara penggunaan PNBP Satker Kepolisian RI dilakukan secara terpusat dengan ketentuan :
1) Untuk Satker Polri di kewilayahan/daerah dan Satker di Mabes Polri, pencairan dana PNBP dilakukan sebesar 1/12 (satu per dua belas) setiap bulan dari pagu DIPA PNBP.
2) Khusus untuk Satker Korlantas Polri, pencairan dana PNBP dilakukan sesuai kebutuhan dengan memperhatikan batas Maksimum Pencairan (MP).
3) Pembayaran dapat dilakukan setelah surat permohonan pencairan dana mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Perbendaharaan.
4) Satker Polri di Wilayah dan Mabes Polri :  
1/12 setiap bulan dari pagu DIPA PNBP.
5) Satker Korlantas Polri :
Sesuai kebutuhan dengan dilampiri Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) penerimaan PNBP antara Polri dengan DJPBN Kemenkeu, dengan formula sbb:
MP     =  (PPP x JS) – JPS – 1/12 setiap bulan dari alokasi pagu   DIPAPNBP.
MP	=  maksimum pencairan.
PPP	= proporsi pagu pengeluaran thd pendapatan.
JS	=  jumlah setoran.
JPS	=  jumlah pencairan dana sebelumnya s.d. SPM terakhir yang dikeluarkan.

c. Penarikan dana PNBP berdasarkan pelaks kegiatan satker sesuai jadwal yg telah ditetapkan.
d. Tata Cara penerbitan dan pengujian SPP dan SPM-UP/TUP/PTUP/GUP/GUP nihil/LS yang dananya bersumber dari PNBP mengacu pada mekanisme APBN sesuai peraturan perundang-undangan.
9. Koreksi/Ralat, Pembatalan SPP, SPM dan SP2D.
a. Koreksi/ralat SPP, SPM, dan SP2D hanya dapat dilakukan sepanjang tidak mengakibatkan :
1) Perubahan jumlah uang pada SPP, SPM dan SP2D.
2) Sisa pagu anggaran pada DIPA/POK menjadi minus.
3) perubahan kode Bagian Anggaran, eselon I, dan Satker.
b. Dalam hal diperlukan perubahan kode Bagian Anggaran, eselon I, dan Satker, dapat dilakukan dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Perbendaharaan.
c. Koreksi/ralat SPP, SPM, dan SP2D dapat dilakukan untuk:
1) Memperbaiki uraian pengeluaran dan kode BAS selain perubahan kode.
2) pencantuman kode pada SPM yang meliputi kode jenis SPM, cara bayar, tahun anggaran, jenis pembayaran, sifat pembayaran, sumber dana, cara penarikan, nomor register.
3) koreksi/ralat penulisan nomor dan nama rekening, nama bank yang tercantum pada SPP, SPM dan SP2D beserta dokumen pendukungnya yang disebabkan terjadinya kegagalan transfer dana.
d. Koreksi/ralat SPM dan ADK SPM hanya dapat dilakukan berdasarkan permintaan koreksi/ralat SPM dan ADK SPM secara tertulis dari PPK.
e. Koreksi/ralat kode mata anggaran pengeluaran (akun 6 digit) pada ADK SPM dapat dilakukan berdasarkan permintaan koreksi/ralat ADK SPM secara tertulis dari PPK sepanjang tidak mengubah SPM.
f. Koreksi/ralat SP2D hanya dapat dilakukan berdasarkan permintaan koreksi SP2D secara tertulis dari PPSPM dengan disertai SPM dan ADK yang telah diperbaiki.
g. Pembatalan SPP hanya dapat dilakukan oleh PPK sepanjang SP2D belum diterbitkan.
h. Pembatalan SPM hanya dapat dilakukan oleh PPSPM secara tertulis sepanjang SP2D belum diterbitkan.
i. Dalam hal SP2D telah diterbitkan dan belum mendebet kas negara, pembatalan SPM dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Direktur Jenderal Perbendaharaan atau pejabat yang ditunjuk.
j. Koreksi SP2D atau daftar nominatif untuk penerima lebih dari satu rekening hanya dapat dilakukan oleh Kepala KPPN berdasarkan permintaan KPA.
k. Pembatalan SP2D tidak dapat dilakukan dalam hal SP2D telah mendebet Kas Negara.
10. Pelaksanaan Pembayaran pada Akhir Tahun Anggaran
a. Dalam kondisi akhir tahun anggaran, batas terakhir pembayaran atas beban APBN dapat dilakukan sebelum tanggal terakhir pada akhir tahun.
b. Penetapan batas terakhir pembayaran dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan BUN untuk menyelesaikan administrasi pengelolaan kas negara.
c. Dalam pertanggungjawaban UP/TUP pada akhir tahun anggaran, pengajuan SPM dan SP2D GUP Nihil/PTUP dapat dilakukan melampaui tahun anggaran.
d. Batas akhir penerbitan SPM GUP Nihil/PTUP ditetapkan dengan mempertimbangkan kelancaran penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.
e. Pelaksanaan pembayaran pada akhir tahun anggaran lebih lanjut mempedomani Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai langkah-langkah dalam menghadapi akhir tahun anggaran.
11. Pemasalahan dalam Proses Pencairan Dana di KPPN.
a. Dalam rangka pengelolaan keuangan Negara menuju peningkatan kualitas akuntansi berbasis akrual dan pelaporan kinerja, Kementerian Keuangan membuat sistem terintegrasi terpadu Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) yang bertujuan mengefisiensikan proses pelaksanaan anggaran.
b. Piloting Aplikasi SPAN secara tidak langsung mempengaruhi proses pencairan dana di KPPN.
c. Hal ini terjadi karena kendala teknis terkait aplikasi SPAN yang masih dalam proses penyempurnaan.
d. Beberapa permasalahan dalam proses pencairan dana di KPPN antara lain :
1) Penolakan SPM
a) SPM yang disampaikan ke KPPN harus menunjuk supplier tertentu yang telah didaftarkan ke KPPN sebelumnya dan telah mendapatkan nomor register supplier.
b) Penolakan SPM dikarenakan perbedaan informasi supplier yang ditunjuk dalam SPM dengan informasi supplier yang telah terdaftar dalam SPAN. Perbedaan yang sering terjadi adalah pada nomor rekening, nama pemilik rekening, nama pegawai dan nip.
c) Penolakan SPM kontraktual dikarenakan nilai pembayaran yang disebut dalam SPM lebih besar dari nilai termin pada kartu pengawasan kontrak di KPPN.
d) Penolakan SPM dikarenakan proses revisi DIPA yang belum selesai.
2) Kesalahan data input dari Satker :
a) Nomor NPWP, nama perusahaan pihak ketiga atau nama pemilik rekening yang tidak valid.
b) Data-data yang bersifat mandatory tidak diisi karena data-data yang wajib diisi pada saat merekam data supplier serta terdapat karakter yang tidak dapat dikenali sistem sehingga mengakibatkan data.
c) Data kontrak tidak valid, nilai kontrak tidak sama dengan total nilai termin atau perhitungan desimal yang tidak akurat. 
3)     	Terkait kas manajemen :
a) Satker masih harus menyampaikan perencanaan kas melalui aplikasi forecasting satker ke KPPN dikarenakan aplikasi SPM belum dapat menghasilkan ADK SPP yang mengandung  informasi tanggal jatuh tempo.
b) Keterlambatan waktu transfer untuk beberapa transaksi dikarenakan permasalahan pada sistem perbankan.




C. Pencairan dana melalui Bidkeu/Puskeu

1. Ketentuan-ketentuan dalam Pencairan anggaran Tunjangan Kinerja
	Tunjangan kinerja adalah tunjangan yang diberikan sebagai penghargaan atas prestasi yang telah diraih oleh pegawai di lingkungan Polri dalam melaksanakan tugas guna terwujudnya reformasi birokrasi.
	Ketentuan-ketentuan dalam pencairan anggaran tunjangan kinerja adalah sebagai berikut :
a. Tunjangan kinerja diberikan kepada pegawai di lingkungan Polri yang bekerja secara penuh dengan memperhitungkan kinerja pegawai berdasarkan hasil penilaian kinerja;
b. Hasil penilaian kinerja, terdiri atas penilaian kinerja bagi :
1) Anggota Polri menggunakan Sistem manajemen Kinerja (SMK);
2) PNS menggunakan Penilain Prestasi Kerja (PPK);
3) Pegawai lainnya dilakukan oleh Kasatker pengguna.
 
c. Penilaian kinerja harus memenuhi nilai minimal cukup
d. Besaran indeks Tunjangan Kinerja diberikan berdasarkan kelas jabatan dengan memperhatikan pangkat/golongan, eselon/nivellering  dan jabatan, dengan ketentuan sebagai berikut :
1) Kelas jabatan ditetapkan paling tinggi 17 (tujuh belas) dan paling rendah 1 (satu).
2) Eselon/nivellering jabatan digunakan sebagai pedoman dalam pembinaan karier di lingkungan Polri.
3) Besaran indeks Tunjangan Kinerja penerima dan kelas jabatan ditetapkan dengan keputusan kapolri.
e. Besaran tunjangan kinerja bagi pegawai lainnya di lingkungan Polri diberikan berdasarkan kelas jabatan sesuai eselon yang ditetapkan oleh Kapolri atas persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. 
f. Pegawai Negeri pada Polri yang ditugaskan pada kementerian/lembaga/badan/instansi pemerintah di luar Polri, yang tidak atau belum diberikan Tunjangan Kinerja oleh Kementerian/lembaga/badan/instansi pemerintah di tempat tugasnya, Tunjangan Kinerja diberikan oleh Polri melalui Satker/Satwil asalnya.
g. Penentuan hari dan jam kerja di lingkungan Polri ketentuannya adalah sebagai berikut :
1) Hari kerja di lingkungan Polri dalam 1 (satu) minggu setara dengan 40 (empat puluh) jam dengan ketentuan :
a) 5 (lima) hari kerja, hari Senin sampai dengan jumat; atau
b) 6 (enam) hari kerja, hari Senin sampai dengan Sabtu.
2) Ketentuan 5 (lima) jam kerja meliputi :
a) Hari Senin sampai dengan Kamis, pukul 07.00 sampai dengan pukul 15.00
b) Hari Jumat, dari pukul 07.00 sampai dengan 15.30
3) Ketentuan 6 (enam) hari kerja, meliputi:
a) Hari Senin sampai dengan Kamis, dari pukul 07.00 sampai dengan 14.00
b) Hari Jumat, dari pukul 07.00 sampai dengan 14.30
c) Hari Sabtu, dari pukul 07.00 sampai dengan pukul 12.00

h. Pengaturan hari dan jam kerja bagi pegawai di lingkungan Polri yang berdinas di bidang operasional, pelayanan masyarakat dan lembaga pendidikan ditetapkan oleh masing-masing Kepala Satuan Kerja, Kepala Satuan Wilayah, dan Kepala Lembaga Pendidikan sesuai dengan kebutuhan.
i. Penilaian kehadiran dilaksanakan melalui daftar kehadiran secara elektronik dan/atau manual yang berfungsi untuk mengukur kehadiran pegawai di lingkungan Polri.
j. Pembayaran Tunjungan Kinerja bagi pegawai di lingkungan Polri dapat dilakukan pengurangan jika tidak memenuhi hari dan jam kerja, dengan ketentuan sebagai berikut :
1) Tidak hadir tanpa keterangan dalam bekerja dikurangi 3 (tiga) % per hari dari Tunjangan Kinerja;
2) Tidak hadir dan tidak bekerja tanpa keterangan yang sah selama 1 (satu) bulan dikurangi 100%;
3) Terlambat datang atau pulang sebelum waktunya dikurangi dengan ketentuan :
a) Terlambat 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) jam dikurangi 0,5 (nol koma lima) % dari tunjangan kinerja; dan
b) Terlambat lebih dari 2 (dua) jam dikurangi 0,75 (nol koma tujuh lima) % dari tunjangan kinerja;
4) Sakit lebih dari 3 (tiga) hari yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter, dikurangi 0,5 (nol koma lima) % per hari;
5) Cuti karena alasan penting dan izin tertulis dari atasan lebih dari 3 (tiga) hari yang diakumulasi dalam 1 (satu) bulan, dikurangi 1 (satu) % per hari;  
k. Keterlambatan datang dan pulang sebelum waktunya diakumulasi dalam satu hari.    

2. Ketentuan-ketentuan dalam Pencairan anggaran Direktif Kapolda/kapolri
	Satker di lingkungan Mabes Polri dan Polda jajaran dapat mengajukan kebutuhan anggaran yang dapat didukung dari anggaran Dukops Polri dan anggaran Direktif Kapolri.
	Anggaran dukungan operasional Kepala Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Anggaran Dukops Polri adalah dukungan anggaran dalam rangka mendukung operasional Polri yang belum terdukung dalam DIPA Polri tahun berjalan dengan persetujuan atau petunjuk Kapolri.
	Anggaran Direktif Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Anggaran Direktif Kapolri adalah anggaran yang digunakan untuk mendukung operasional Polri, dalam rangka pengamanan konflik sosial, bencana alam, dan non alam, serta gangguan keamanan berupa terorisme, pengamanan VVIP, pengamanan kegiatan masyarakat yang berdampak terhadap gangguan Kamtibmas berintensitas tinggi dengan persetujuan atau petunjuk Kapolri.
	Mekanisme permohonan dukungan anggaran Dukops Polri dan anggaran Direktif Kapolri sebagai berikut :
a) Satker di lingkungan Mabes Polri mengajukan permohonan Rencana Penggunaan Anggaran kepada Asrena Kapolri dan untuk Polda jajaran mengajukan permohonan Rencana Penggunaan Anggaran kepada Kapolri u.p Asrena dengan melampirkan kelengkapan TOR, RAB dan SPTJM, untuk biaya yang belum diatur dalam norma indeks dan standar biaya masukan agar disertai dokumen pendukung dengan tembusan Kapolri, Irwasum Polri, Asops Kapolri, dan Kapuskeu Polri;
b) Asrena Kapolri melaksanakan penelitian dan rasionalisasi atas pengajuan anggaran kepada Kapolri untuk persetujuan penggunaan anggaran Dukops Polri dan Direktif Kapolri;
c) Irwasum Polri dapat melakukan reviu APIP atas rasionalisasi yang dilaksanakan Asrena Kapolri apabila dipandang perlu;
d) Asrena Kapolri memberikan perintah pembayaran kepada Kapuskeu Polri dalam bentuk Nota Dinas setelah mendapat persetujuan Kapolri;
e) Kapuskeu Polri melakukan pencairan anggaran dan menyalurkannya kepada Satker Mabes Polri/Polda jajaran yang mengajukan anggaran. 
 


3. Ketentuan-ketentuan dalam Pencairan anggaran Dana Samsat
	Dana Samsat adalah penerimaan dana insentif yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Provinsi kepada Polri yang membantu dalam kegiatan pemungutan pajak daerah.
	Pencairan dana samsat untuk mendukung kegiatan Polri yang tidak tersedia dan/atau tidak cukup tersedia dalam Daftar Isian pelaksanaan Anggaran, meliputi :
1) Modernisasi sarana dan prasarana satuan lalu lintas pada layanan Samsat;
2) Pengamanan bencana alam, unjuk rasa, konflik sosial dan very-very important person sesuai tugas Polri;
3) Pengeluaran untuk gelar pasukan dan pergeseran pasukan;
4) Operasional layanan keselamatan mengemudi pada satuan lalu lintas, baik pusat maupun satuan kewilayahan;
5) Operasional Sekretariat pembinaan samsat Nasional;
6) Pengeluaran untuk penyelidikan/penyidikan, pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat;
7) Peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia pada Fungsi Lalu Lintas Polri;
8) Pengeluaran untuk menjalin komunikasi dan kemitraan Polisi;
9) Biaya rapat, seminar, pengkajian penyusunan peraturan perundang-undangan, peraturan Kepolisian pameran dan Workshop;
10) Pemliharaan dan perawatan gedung, dan kebersihan;
11) Kegiatan dalam terima tamu pimpinan;
12) Bantuan korban sebagai akibat gangguan Kamtibmas dan bencana alam bagi Pegawai Negeri pada Polri;
13) Membangun sinergitas antar-instansi;
14) Bantuan kemanusiaan bagi masyarakat yang mengalami korban akibat kegiatan penanggulangan Kamtibmas;
15) Bantuan beasiswa bagi anak Pegawai Negeri pada Polri yang berprestasi;
16) Peningkatan fungsi pembinaan dan operasional kepolisian;
17) Honor konsultan/penasihat, ahli/pakar di bidang transportasi;
18) Insentif pengelola dana samsat;
19) Penerangan masyarakat, media, kemitraan dan sarana kontak pada layanan lalu lintas;
20) Kunjungan kerja studi banding dan kerja sama kepolisian;
21) Kegiatan kenegaraan, sosial kemasyarakatan, kesenian dan kebudayaan;
22) Kegiatan pembinaan rohani, mental dan tradisi;
23) Kegiatan kepolisian lainnya sesuai tugas dan fungsi atas persetujuan Kapolri pada tingkat Mabes dan Kapolda pada tingkat Polda; dan
24) Pengeluaran-pengeluaran lain yang tergolongan belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal yang tidak tersebut di atas.

Dalam hal mendukung kegiatan Polri pada satuan kerja yang bersifat mendesak, satuan kerja dapat diberikan pinjaman sementara/talangan dari dana Samsat.

Dana pinjaman sementara/talangan diberikan atas persetujuan Kapuskeu pada tingkat Mabes Polri dan Kabidkeu pada tingkat Polda.
Pemberian dana pinjaman sementara/talangan dengan ketentuan :
1) Alokasi anggaran tersedia dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran;
2) Untuk kegiatan operasional kepolisian dan atau kegiatan mendesak yang harus segera dilaksanakan setinggi-tingginya 50%; dan 
3) Adanya ketersedian dana Samsat
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	Rangkuman

	
	1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh DPR.
2. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.
3. Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Negara dalam pelaksanaan APBN pada kantor/Satker Kementerian Negara/Lembaga Pengawasan UP oleh KPPN.
4. KPA mengajukan UP kepada KPPN sebesar kebutuhan operasional Satker dalam 1 (satu) bulan yang direncanakan dibayarkan melalui UP. 
5. Kepala KPPN melakukan penilaian atas pengajuan TUP meliputi:
a. Pengeluaran pada rincian rencana penggunaan TUP bukan merupakan pengeluaran yang harus dilakukan dengan pembayaran LS.
b. Pengeluaran pada rincian rencana penggunaan TUP masih/cukup tersedia dananya dalam DIPA.
c. TUP sebelumnya sudah dipertanggungjawabkan seluruhnya.
d. TUP sebelumnya yang tidak digunakan telah disetor ke kas negara.
6. Pembayaran pengembalian dilaksanakan berdasarkan mekanisme yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tersendiri.
7. Belanja negara oleh Satker pengguna PNBP dalam satu tahun anggaran hanya dapat dibiayai dari PNBP tahun anggaran yang bersangkutan.
8. Untuk Satker Polri di kewilayahan/daerah dan Satker di Mabes Polri, pencairan dana PNBP dilakukan sebesar 1/12 (satu per dua belas) setiap bulan dari pagu DIPA PNBP.
9. Khusus untuk Satker Korlantas Polri, pencairan dana PNBP dilakukan sesuai kebutuhan dengan memperhatikan batas Maksimum Pencairan (MP).
10. Pelaksanaan pembayaran pada akhir tahun anggaran lebih lanjut mempedomani Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai langkah-langkah dalam menghadapi akhir tahun anggaran.
11. Tunjangan yang diberikan sebagai penghargaan atas prestasi yang telah diraih oleh pegawai di lingkungan Polri dalam melaksanakan tugas guna terwujudnya reformasi birokrasi yaitu tunjangan kinerja.
12. Satker di lingkungan Mabes Polri dan Polda jajaran dapat mengajukan kebutuhan anggaran yang dapat didukung dari anggaran Dukops Polri dan anggaran Direktif Kapolri.
13. Pencairan dana samsat untuk mendukung kegiatan Polri yang tidak tersedia dan/atau tidak cukup tersedia dalam Daftar Isian pelaksanaan Anggaran.
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	Latihan

	
	1. Jelaskan pengertian-pengertian yang berkaitan dengan pencairan dana melalui KPPN !
2. Jelaskan mekanisme Pembayaran dengan LS !
3. Jelaskan mekanisme Pembayaran dengan Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP) !
4. Jelaskan pengujian SPP dan penerbitan SPM !
5. Jelaskan tahapan input data kedalam aplikasi SPM !
6. Praktekan aplikasi SPM !
7. Jelaskan penyampaian SPM ke KPPN dan penerbitan SP2D oleh KPPN !
8. Jelaskan pembayaran pengembalian penerimaan !
9. Jelaskan pencairan anggaran yang bersumber dari PNBP !
10. Jelaskan koreksi/ralat, pembatalan SPP, SPM dan SP2D !
11. Jelaskan pelaksanaan pembayaran pada akhir tahun anggaran!
12. Jelaskan permasalahan dalam proses pengajuan SPM di KPPN!
13. Jelaskan apa yang dimaksud tunjungan kinerja dan ketentuan pencairannya!
14. Jelaskan apa yang dimaksud dengan Anggaran Dukops Polri dan ketentuan pencairannya!
15. Jelaskan apa yang dimaksud dengan dana samsat dan ketentuan pencairannya!
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